SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran
antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja
dilakukan melalui perubahan Perkada tentang
Penjabaran APBD;

. bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja

dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan,
RSUD Torabelo, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,
Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas
Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas
Pariwisata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan, Badan
Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan
Lindu;

bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan
Nomor 440/800-1588.b/Kep.Dinkes tentang
Permohonan Penambahan Dana (Pembelian Stok Reagen
PCR Kit), Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Nomor 600/10.113/DPUP/2022 Tanggal 14
Oktober 2022 tentang Permohonan
Penambahan/Pergeseran Anggaran, Telaahan Staf
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor 408/498/DPMD Perihal Pergeseran Anggaran
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke Belanja kegiatan
Pendampingan presentase Desa Persiapan Tulo Rarantea
menjadi Desa Definitif di Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Surat



Mengingat
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Kepala Dinas Pariwisata Nomor 045.2/73/DP/2022
tentang Daftar Usulan Rincian Belanja Anggaran
Perubahan TA 2022 dalam rangka mendukung kegiatan
Festival Lestari, Surat Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan  Nomor 800/727/Diperindag/XI/2022
tanggal 4 November 2022 tentang Usulan Pergeseran
Anggaran Antar Objek Belanja dalam APBD, Surat
Sekretaris DPRD Nomor 3521/175/Set-DPRD Tanggal
31 Oktober 2022 tentang Usulan Perubahan Belanja
APBD TA 2022, Surat Inspektur Inspektorat Nomor
700/1657/X/ITKAB/2022 tentang Penyampaian Usulan
Pergeseran terhadap beberapa Sub Kegiatan, surat
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor
921/519/050.Diskominfo tanggal 2 November 2022 Hal
Usulan Perubahan Uraian dalam Rincian Obyek Belanja
dalam APBD TA. 2022, Surat Kepala Bagian
Pemerintahan Nomor 100/72.06/Bag.Pem tanggal 17
Oktober 2022 tentang Permintaan anggaran untuk
penataan eks HGU PT. HASFARM Desa Pombewe
Kecamatan Sigi Biromaru dan Desa Oloboju Kecamatan
Sigi Kota, Kepala Bagian Perlengkapan Umum Nomor
913/167.81/Setda tanggal 3 November 2022 tentang
Perubahan Rekening Belanja Anggaran Perubahan
Tahun 2022, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Nomor
900/785/Bapenda tanggal 27 Oktober 2022 tentang
Permohonan  Pergeseran  Anggaran yang  tidak
menyebabkan Perubahan APBD dan hasil rapat Tim
Anggaran Pemerintah Daerah terkait dengan Pergeseran
Anggaran Setelah Perubahan Anggaran pada hari Selasa
Tanggal 25 Oktober 2022;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4873);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6757);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor
123);

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 111);
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 127);
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi
Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 8);

Peraturan Bupati Sigi Nomor 54 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 54 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 54), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 setelah
perubahan sebesar Rp 1.325.912.050.437,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
2. Belanja Daerah
a. Belanja Operasi
1) Semula
2) Berkurang
Jumlah belanja operasi setelah perubahan
b. Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah belanja modal setelah perubahan
c. Belanja Tidak Terduga
1) Semula
2) Bertambah
Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan
d. Belanja Transfer
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan
Jumlah belanja daerah setelah perubahan
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan

Rp 1.157.582.316.820,00
Rp NIHIL

Rp 1.157.582.316.820,00

Rp 918.010.399.672,00
Rp (809.876.775,00)
Rp 917.200.522.897,00

Rp 191.589.385.716,00
Rp 645.396.775,00
Rp 192.234.782.491,00

Rp 8.599.606.620,00
Rp 164.480.000,00

Rp 8.764.086.620,00

Rp 206.707.874.035,00
Rp NIHIL
Rp 206.707.874.035,00
Rp1.324.907.266.043,00

Rp 168.329.733.617,00
Rp NIHIL

Rp 168.329.733.617,00

Rp  1.004.784.394,00
Rp NIHIL

Rp 1.004.784.394,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 167.324.949.223,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan

Rp NIHIL

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



Pasal

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 10 November 2022

BUPATI SIGI,
ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 10 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 59




